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ercepat Pengesahan RUU TPKS

Perlindungan terhadap korban juga

perlu menjadi perhatian dan itu sermid
membutuhkan peraturan perundangan

sebagai landasan hukumnya.

ANDHIKA PRASETYO
andhike@mediaindonesia,com
RESIDEN Joko Widedo
telah memerintahkan
Menteri Hukum dan
HAM Yasonna Laoly dan
Menteri Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak
Bintang Puspayoga berkoordi-
nasi dan berkonsultasi dengan
DPR RI guna mengakselerasi
pembahasan RUU Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (TPKS).
Kepala Negara menekankan
harus ada percepatan mengingat
makin banyak kasus kekerasan
seksual yang harus ditangani
serius. Perlindungan terhadap
korban juga perlu menjadi per-
hatian dan itu semua membu-
tuhkan peraturan perundangan
sebagai landasan hukum. “Saya
berharap RUU Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dapat segera
disahkan sehingga memberi
perlindungan maksimal hagi
korban kekerasan seksual,” ujar
Jokowi di [stana Merdeka, [a-

karta, kemarin,

Gugus Tugas Pemerintah yang
menangani RUU tersebutjuga di-
minta segera menyiapkan daftar
inventarisast masalah. Dengan
demikian, proses pembahasan
hersama antara pemerintah
dan DPR berjalan lebih cepat.
“Jadi, nanti langsung masuk ke
pokok-pokok substansi untuk
memberi kepastian hukum serta
menjamin perlindungan kepada
korban kekerasan seksual," tegas
Presiden.

Dalam kesempatan terpisah,
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco
Ahmad mengatakan pimpinan
DPR memiliki pertimbangan
dalam menentukan alat keleng:
kapan dewan (AKD) yang akan
melakukan pembahasan ting-
kat | RUU TPKS, di antaranya

‘kelancaran pembahasan. “Pada

prinsipnya, kita menginginkan
RUU itu juga cepat selesai,” kata
Dasco.

Pertimhangan lain ialah pen-
dapat fraksi di DPR, Menurut dia,
pirnpinan bakal mendengarkan

masukan fraksi-fraksi di DPR
terkait penentuan AKD yang
akan membahas RUU TPKS,
«Pimpinan DPR melaksanakan
putusan, Bamus mengakomodasi
pendapat fraksi-frakst, apakah
itu kemudian diselesaikan di
pansus atau kemudian diBaleg,”
ungkap Dasco.

Dia menyampaikan Fraksi
Gerindra belurn membahas AKD
yang akan memmbahas RUU TPKS.
Pasalnya, DPR tengah reses.
“Biasanya nanti ada rapat fraksi
setelah pembulaan masa sidang
dan kita akan bicara segala hal."

Urgensi Perigesahan RUU TPKS

« Perlunya aturan hukum yang Jelas mengenai

) seksual.

sebut Dasco.

Baleg sebelumnya telah me-
nyelesaikan penyusunan draf
RUU TPKS. Bakal heleid tersebut
diproyeksikan disahkan sebagai
usul inisiatif DPR dalam rapat
paripurna pembukaan Masa Si-
dang 11l pada pertengahan Janu-
ari 2022.

Wakil Ketua MPR RI Lestari
Moerdijat mendesak pimpinan
DPRRI segeramemaripurnakan
RUUTEKS pada pembukaan masa
sidang tahun 2022 agar disepa-
kati sebagai RUU usulan DFR,
“pemerintah sudah herkomit-

Piak-Pihak yang
Terlibat dalam
Pembahasan RUU

¥ Maraknya kasus kekerasan seksual of ndonesia.

 Instruksi Presiden Jokowi

dalam Percepatan RUU TPKS

» Meminta Menteri Hukum dan HAM dan PPPA
berkoordinasi dengan DPR untuk mempercepal '

TPKS

*Kementetian Hukum dan HAM
§ » Kementerian Pemberdayaan
Paremguan dan Pelindungen

Anak (PPPA)
OPR

Permasalahan

‘pembahasan RUU TPKS.
» Mengingalkan pentingnya p

Yl

seksual di Indonesia.

» Perlunya aluran perindungan (orhadep korban
kekerasan seksual melalul undang-undang.

« Mominia BUU TPKS segera disahkan sehingga
memberkan perfindungan secara maksimal
ksual.

bagi korban kekerasan SekSua’
¥ angsing melakukan pembahasan pada
pokgk-pokok substans! untuk memaerkan

tan RUU
TPKS karena meningkatnya kasus kekerasan

Lamhatnﬁa _
Pengesahan RUU
o TPK :
»Belum adanya keputusan Alat
- Kelengkapan Dewan uniuk
RUUTPKS. .
s Pombanasan RUU TPKS mash
beradadiTingkatl.
«DPR sedang dalam masa

kepaslian hukum serta menjamin perlindungan -M%S\Sh adarya perdebaian

pada korban kekerasan seksual,

Sumbor Selneg/OPAAiang MY

dalam beberapa poin yang
terdapat di RUU TPKS.

men mempercepat realisasi UU
TPKS, tinggal pimpinan DPR
meresponsnya dengan langkah
nyata membawa RUU TPKS ke
sidang Paripurna,” kata Lestari
yang juga anggota Majelis Tinggl
Partai NasDem itu.

Fokus korban

Komisi Nasional Perlindung-
an Perempuan mengapresiasi
pernyataan publik Presiden
jokowi mengenai dukungan
pembahasan dan pengesahan
RUUTPKS, “Pernyataan Presiden
sudah ditunggu-tunggu meng-
ingat penundaan pembahasandi
tengah kondisi darurat kekeras-
an seksual yang kita hadapi,”
ujar Ketua Kornas Perempuan
Andy Yentriyani.

Dengan adanya pernyataan
Presiden, Komnas Perempuan
berharap seluruh partai di [n-
donesia segera mendukung
pengesahan UU tersebut. “Dalam
pembahasan nanti betul-betul
pemerintah dan DPRRI berfokus
pada kepentingan korban se-
hingga naskah yang dihasilian
hukan hasil negosiasi politik
yang justru melemahkan posisi
korban dan tidak komprehensif
dalam menyikapi kondisi darurat
kekerasan seksual saat ini,” pung-
kas Andy. (Far/MGN/ROX-11)
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